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Tingginya permintaan pasir sebagai dampak dari urbanisasi, pertambahan 

jumlah penduduk, peningkatan permintaan perumahan dan pembangunan 

infrastruktur menyebabkan terjadinya ekploitasi pasir yang berlebihan, 

sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan akibat 

lemahnya tata kelola tambang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

dampak aktivitas penambangan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan 

lingkungan di Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, juga menganalisis tata 

kelola penambangan pasir, batu dan kerikil di Kabupaten Padang Pariaman. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi 

Sumatera Barat. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari BPS dan data primer terkait dengan tata kelola tambang di 

Kabupaten Padang Pariaman diperoleh melalui in-depth interview dengan 

perangkat nagari dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

output sektor pertambangan dan penggalian memberikan dampak yang baik 

terhadap variabel sosial, ekonomi, namun berdampak negatif terhadap 

variabel lingkungan di daerah tambang. Hal ini mengindikasikan konsep 

pembangunan berkelanjutan belum tercapai di wilayah studi. Oleh sebab itu, 

pentingnya tata kelola tambang dan kolaborasi antar aktor baik masyarakat 

lokal, perangkat nagari, pemerintah daerah dan pihak swasta yang terlibat 

dalam usaha penambangan pasir, batu dan kerikil di Kabupaten Padang 

Pariaman. 
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ABSTRACT 

The high demand for sand as a result of urbanization, population growth, 

increased demand for housing and infrastructure development causes 

excessive sand exploitation, which can have a negative impact on the 

environment due to weak mining governance. This study aims to analyze the 

impact and mining activities on social, economic and environmental 

conditions in Padang Pariaman Regency. In addition, it also analyzes the 

management of sand, stone and gravel mining in Padang Pariaman Regency. 

This research was conducted in Padang Pariaman Regency, West Sumatra 

Province. The data in this study used secondary data obtained from BPS and 

primary data related to mining governance in Padang Pariaman District 

obtained through in-depth interviews with nagari and community officials. 

The results showed that the output of the mining and quarrying sector had a 

good impact on social, economic variables, but had a negative impact on the 

environment in the mining area. This indicates that the concept of sustainable 

development has not been achieved in the study area. Therefore, the 

importance of mining governance and collaboration between actors both local 

communities, nagari officials, local governments and private parties involved 

in sand, stone and gravel mining business in Padang Pariaman Regency. 
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PENDAHULUAN 

Peningkatan penambangan pasir disebabkan 

oleh urbanisasi, pertambahan jumlah penduduk, 

peningkatan permintaan perumahan dan 

infrastruktur pembangunan lainnya (Essaw et 

al., 2023). Tingginya permintaan terhadap pasir 

akan berdampak terhadap ekstraksi pasir secara 

berlebihan sehingga berdampak baik positif 

maupun negatif terhadap sosial, ekonomi dan 

lingkungan.  

Di level internasional, masalah sosial-

politik, ekonomi, dan lingkungan muncul 

sebagai akibat ekstraksi pasir. Tingginya 

permintaan akan pasir tidak sebanding dengan 

proses renewable dari  sumber daya alam, 

sehingga berdampak terhadap kenaikan harga 

pasir di daerah perkotaan. 

Penambangan dasar sungai muncul sebagai 

sustainability challenge pada abad 21. Terlepas 

dari pentingnya ekosistem sungai bagi 

masyarakat, ekstraksi yang merajalela dan 

penambangan dasar sungai telah menyebabkan 

kerusakan parah pada ekosistem lingkungan 

hidup. Sementara eksploitasi material yang 

berlebihan secara signifikan mendistorsi 

keseimbangan alami ekosistem sungai. Selain 

itu, juga merusak habitat dan mencemari badan 

air permukaan. Selain itu, ekstraksi dan 

konstruksi mineral merupakan penghasil utama 

gas rumah kaca dan penyumbang perubahan 

iklim (Dar et al., 2023).  

Banyak penelitian yang mengklaim bahwa 

penambangan pasir dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, mengurangi migrasi, 

dan peningkatan fasilitas (Balanay et al., 2014; 

Farahani & Bayazidi, 2018; Johnbull & Brown, 

2017; Mngeni et al., 2016; Pegg, 2006; Rudke 

et al., 2020), serta dapat membuka lapangan 

pekerjaan (Johnbull & Brown, 2017; 

Mattamana et al., 2013; Rudke et al., 2020).   

Tapi tidak sedikit penelitian yang 

menemukan bahwa penambangan pasir dan 

kerikil berdampak negatif terhadap lingkungan 

seperti kerusakan pada tepian sungai, sumber 

daya air tanah, kualitas air, ikan, dan satwa liar 

(Zhai et al., 2020), munculnya erosi pantai 

(Thornton et al., 2006), erosi bantaran sungai 

(Khan & Sugie, 2015), terjadinya degradasi 

lingkungan (da Silva et al., 2020; Gavriletea, 

2017; Sreebha & Padmalal, 2011), menurunnya 

kualitas air (Ashraf et al., 2011; Bayram & 

Önsoy, 2015; Johnbull & Brown, 2017; 

Saviour, 2012), kerusakan jalan dan konflik 

antara penduduk lokal (Khan & Sugie, 2015). 

Penambangan pasir juga menimbulkan 

degradasi lingkungan, kemacetan, perubahan 

penggunaan lahan, meningkatnya kecelakaan, 

serta munculnya polusi udara dan air (Farahani 

& Bayazidi, 2018; Musah, 2009; Sreebha & 

Padmalal, 2011).  Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan (Johnbull & Brown, 2017) 

menemukan bahwa penambangan pasir sungai 

secara terus menerus telah mengubah aliran 

sungai, meningkatkan lebar dan kedalaman, 

masyarakat kehilangan mata pencaharian 

sehingga daya beli masyarakat menurun, 

tingkat kemiskinan dan kriminalitas meningkat.  

Tingginya permintaan akan sumber daya 

mineral menyebabkan terjadinya ekploitasi 

pasir secara berlebihan oleh manusia (UNEP, 

2019), sehingga merusak ekosistem alam. Hal 

ini menunjukkan rendahnya tata kelola sumber 

daya alam khususnya pertambangan pasir, batu 

dan kerikil.  

Ekstraksi yang tidak diatur secara negatif 

mempengaruhi integritas ekologis, mata 

pencaharian lokal dan masyarakat. Oleh karena 

itu, sistem tata kelola pasir yang efektif sangat 

mendesak kebutuhan (Torres et al., 2017). 

Proses tata kelola pada setiap fase rantai nilai 

menunjukkan hubungan kekuasaan antara 

lembaga dan aktor untuk tindakan kolektif. 

Beberapa studi menemukan bahwa  

penambangan pasir memiliki dampak ekologis 

yang serius dan terus berlanjut di Asia. Hal ini 

disebabkan lemahnya tata kelola sehingga 

menyebabkan kerusakan yang parah pada 

ekosistem (Marschke & Rousseau, 2022). 

(Essaw et al., 2023) menemukan bahwa tidak 

ada pengaturan kelembagaan yang 

terkoordinasi diantara pemangku kepentingan, 

penegakan hukum yang terbatas dan kepatuhan 

hukum menggagalkan penambangan pasir 

berkelanjutan dan mata pencaharian di daerah 

yang terkena dampak penambangan. 

Selanjutnya (Omotehinse & De Tomi, 2023) 

dalam risetnya menyimpulkan bahwa 

pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan 

terkait dengan pengelolaan pertambangan agar 

tujuan SDGs dapat tercapai. 

Hasil penelitian di Indonesia, menyatakan 

bahwa terjadi fenomena natural resources 

curse di provinsi – provinsi di Indonesia yang 

disebabkan oleh lemahnya tata kelola pada 

sektor pertambangan (Rahma et al., 2021). 

(Harimbawa et al., 2022) dalam penelitiannya 

di Provinsi Nusa tenggara Barat menemukan 

bahwa tata Kelola kolaboratif dalam penertiban 

penambangan liar telah menunjukkan arah yang 

positif jika dilakukan secara konsisten antara 
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aparat penegak hukum untuk menertibkan para 

penambang liar di wilayah tersebut.  

Kabupaten Padang Pariaman terletak di 

Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi 

pada sektor pertambangan dan penggalian 

khususnya tambang obsidian dan perlit, galian 

seperti trans, andesit dan pasir, batu dan kerikil 

(sirtukil). Data menunjukkan bahwa PDRB 

sektor pertambangan  dan penggalian 

menunjukkan tren positif dari tahun 2010 – 

2022, namun kontribusi sektor pertambangan 

dan penggalian di wilayah ini masih tergolong 

rendah yaitu di bawah angka 7 persen per tahun 

(BPS, 2023).   

Aktivitas penambangan pasir, batu dan 

kerikil di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 

di dua sungai besar yaitu Sungai Batang Anai 

dan Sungai Batang Nareh. Berdasarkan data 

BPS, kedua sungai ini merupakan sungai 

dengan penghasil sirtukil terbesar di Kabupaten 

Padang Pariaman. Kedua sungai ini melewati 

beberapa kecamatan di Kabupaten Padang 

Pariaman. Aktivitas penambangan di dasar 

sungai menyebabkan meningkatkan jumlah 

kejadian banjir dan abrasi sungai di sepanjang  

sungai Batang Anai dan Batang Nareh. Selain 

itu, juga berdampak terhadap pelebaran sungai, 

dan pergeseran aliran sungai serta kerusakan 

infrastruktur jalan dan jembatan.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1). 

menganalisis dampak PDRB sektor 

pertambangan dan penggalian terhadap sosial 

ekonomi Kabupaten Padang Pariaman, (2) 

menganalisis dampak aktivitas penambangan 

sirtukil terhadap lingkungan di Kabupaten 

Padang Pariaman, dan (3). menganalisis tata 

kelola tambang sirtukil di Kabupaten Padang 

Pariaman.  

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten 

Padang Pariaman  Propinsi Sumatera Barat.  

 
Gambar 1. Peta Wilayah Studi 

Penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang diperoleh dari situs bps.go.id terkait 

dengan PDRB, PDRB Sektoral, PDRB per 

kapita, Kemiskinan dan Ketimpangan 

Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, 

Ketimpangan Pendapatan dan Rata-rata Lama 

Sekolah. Selain itu juga digunakan Data Potensi 

Desa (Podes) Kabupaten Padang Pariaman 

2022 untuk melihat jumlah kejadian bencana di 

Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan, data 

primer terkait dengan tata kelola tambang 

dilakukan in-depth interview dengan tokoh 

masyarakat dan perangkat nagari. 

Tabel 1. Variabel, Data dan Metode Penelitian 

Tujuan Penelitian Variabel Indikator 
Satuan 

Data 
Sumber Data Metode 

Menganalisis dampak 

PDRB sektor 

pertambangan dan 

penggalian terhadap 

sosial ekonomi 

Kabupaten Padang 

Pariaman 

PDRB Sektor 

Pertambangan 

PDRB Sektor 

Pertambangan dan  

Penggalian 

Juta 

Rupiah 

BPS Analisis 

Korelasi 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Laju PDRB Persen BPS 

Kemiskinan Indeks Kedalaman 

Kemiskin 

 BPS 

Indeks Keparahan 

Kemiskinan 

 BPS 

Tingkat Kemiskinan Persen BPS 

Ketimpangan 

Pendapatan 

Gini Rasio  BPS 
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Tujuan Penelitian Variabel Indikator 
Satuan 

Data 
Sumber Data Metode 

Pendidikan Rata-rata lama 

sekolah 

Tahun BPS 

Pengangguran Tingkat 

Pengangguran 

terbuka 

Persen BPS 

Menganalisis dampak 

aktifitas 

penambangan sirtukil 

terhadap lingkungan 

di Kabupaten Padang 

Pariaman, dan  

Jumlah 

Kejadian 

Bencana 

Jumlah Kejadian 

Banjir 

kejadian Data Podes BPS Analisis 

Deskriptif 

Jumlah Kejadian 

Abrasi Sungai 

kejadian Data Podes BPS 

Menganalisis tata 

kelola tambang 

sirtukil di Kabupaten 

Padang Pariaman. 

Tata Kelola   In-depth 

interview 

terhadap 

perangkat nagari 

dan masyarakat 

Analisis 

Deskripsi 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kebijakan dan Hukum  Penambangan Pasir 
Kebijakan dan hukum yang mengatur terkait 

dengan kegiatan penambangan telah diatur 

mulai dari pemerintah  pusat sampai kepada 

pemerintah daerah. Beberapa peraturan terkait 

antara lain (1). Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 37 Tahun 1986 Tentang 

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di 

Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah 

Daerah Tingkat I Presiden Republik Indonesia, 

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-

undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, 

pelaksanaan penguasaan Negara dan 

pengaturan usaha pertambangan bahan galian 

golongan c dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Tingkat 1, (2) Terminologi bahan galian 

golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU 

No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan 

UU No 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga 

penggunaan istilah bahan galian golongan C 

sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi 

batuan. Pemberian Izin Usaha Pertambangan 

(IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 

dilakukan dengan cara permohonan wilayah, 

(3). Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 

14 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan 

gubernur nomor 70 tahun 2015 tentang tata cara 

pemberian izin usaha pertambangan mineral 

bukan logam dan batuan, (4). Peraturan Daerah 

Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahun 2013 

tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan 

Batuan. 

Metode Penambangan Pasir, Batu dan 

Kerikil di Kabupaten Padang Pariaman 
Penambangan pasir di Kabupaten Padang 

Pariaman berdasarkan pengamatan dilakukan 

dengan metode manual dan mekanis. Metode 

ini digunakan untuk mengekstraksi material 

dasar sungai. Cara manual dilakukan dengan 

penambang masuk ke dalam sungai dan 

menggunakan perahu untuk meletakkan hasil 

penambangan pasir. Sementara penambangan 

secara mekanis menggunakan eskavator untuk 

mengeruk sirtukil dari dasar sungai.  

 
Gambar 2. Metode Penambangan Pasir di 

Kabupaten Padang Pariaman 

Dampak Output Sektor Pertambangan dan 

Panggalian terhadap Variabel Sosial dan 

Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman 
Sektor pertambangan merupakan sektor 

potensial di Kabupaten Padang Pariaman yang 

berasal dari sub sektor pertambangan dan 
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penggalian lainnya. Dari nilai koefisien korelasi 

terlihat bahwa output sektor pertambangan dan 

penggalian berkorelasi negatif lemah dengan 

pertumbuhan ekonomi,  berkorelasi negatif 

sangat kuat dengan indeks kedalaman 

kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, 

tingkat kemiskinan. Output sektor 

pertambangan dan penggalian berkorelasi 

negatif kuat dengan ketimpangan pendapatan, 

berkorelasi lemah dengan tingkat 

pengangguran.  namun berkorelasi positif 

sangat kuat dengan rata-rata lama sekolah.  

Berdasarkan analisis korelasi yang telah 

dilakukan terlihat bahwa aktivitas tambang 

berdampak positif terhadap pengurangan 

kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan 

penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. 

Hasil temuan ini sejalan dengan temuan 

(Balanay et al., 2014; Farahani & Bayazidi, 

2018; Johnbull & Brown, 2017; Mngeni et al., 

2016; Pegg, 2006; Rudke et al., 2020). Dengan 

demikian sektor pertambangan dan penggalian 

memberikan dampak positif terhadap indikator 

sosial dan ekonomi masyarakat. 

Tabel 2. Nilai Koefisien Korelasi 

 

Dampak Aktifitas Penambangan Pasir, Batu 

dan Kerikil terhadap Variabel Lingkungan 

di Kabupaten Padang Pariaman 

Aktifitas penambangan pasir di Kabupaten 

Padang Pariaman memberikan dampak negatif 

terhadap lingkungan. Data BPS Kabupaten 

Padang Pariaman menunjukkan bahwa kejadian 

banjir dan abrasi sungai tertinggi terjadi pada 

tahun 2018, namun mengalami penurunan pada 

tahun 2019 dan menunjukkan tren positif 

sampai tahun 2021. Selanjutnya berdasarkan 

hasil survei lapangan diperoleh bahwa aktivitas 

tambang menyebabkan rusaknya jalan, 

pelebaran sungai, abrasi sungai dan pergeseran 

aliran sungai. Hal ini didukung oleh penelitian 

(Dar et al., 2023) yang menyatakan bahwa 

penambangan pasir menyebabkan terjadinya 

pergeseran aliran sungai dan erosi tepian sungai 

(Khan & Sugie, 2015; Thornton et al., 2006). 

Selain berdampak terhadap abrasi dan 

pergeseran aliran sungai, aktifitas tambang juga 

berdampak terhadap degradasi lingkungan, 

menurunnya kualitas air, kerusakan jalan dan 

konflik antar penduduk. Hal ini sejalan dengan 

penelitian (Ashraf et al., 2011; Bayram & 

Önsoy, 2015; da Silva et al., 2020; Gavriletea, 

2017; Johnbull & Brown, 2017; Khan & Sugie, 

2015; Saviour, 2012; Sreebha & Padmalal, 

2011). 

 
Gambar 3. Jumlah Kejadian Banjir dan 

Abrasi Sungai di Kabupaten Padang 

Pariaman 

 
Gambar 4. Dampak Aktivitas tambang 

terhadap lingkungan 

Dampak aktivitas tambang terhadap 

lingkungan di wilayah studi diperlihatkan dari 

gambar 3. Gambar 3.a menunjukkan kerusakan 

jalan di jorong Koto Buruk dan Palak Pisang 

Sikabu Kecamatan Lubuk Alung yang 

disebabkan oleh lalu lintas truk pengangkut 

situkil. Sementara Gambar 3b dan 3c 

memperlihatkan kerusakan lingkungan yang 

terjadi di daerah bekas tambang sirtukil. 
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Kondisi ini menyebabkan berkurangnya lahan 

pertanian di sekitar area penambangan. Gambar 

3.d menunjukkan erosi bantaran sungai yang 

terjadi di sepanjang aliran sungai, sehingga 

berdampak terhadap berkurangnya daratan di 

sepanjang daerah aliran sungai.  

Peran Kelembangaan dalam Penambangan 

Pasir, Batu dan Kerikil di Kabupaten 

Padang Pariaman 

Tantangan yang dihadapi dalam tata kelola 

penambangan pasir adalah koordinasi lintas 

tingkat birokrasi pemerintah, karena konflik 

dapat muncul di antara berbagai unit 

administrasi (Xiqing et al., 2006), termasuk 

yang bertanggung jawab dengan perlindungan 

lingkungan dan pihak yang bertanggung jawab 

atas pengembangan sumber daya. 

Hasil in-depth interview terhadap perangkat 

nagari dan masyarakat setempat menunjukkan 

bahwa aktor yang terlibat dalam penambangan 

sirtukil di Kabupaten Padang Pariaman adalah 

pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga 

aktor ini berinteraksi dalam pengelolaan sumber 

daya. Peran Kelembagaan dimulai dengan 

adanya aktivitas pertemuan rutin antara 

perangkat Nagari dengan masyarakat untuk 

membahas permasalahan yang timbul di nagari 

khususnya terkait dengan permasalahan yang 

ditimbulkan oleh aktivitas penambangan 

sirtukil. Masalah yang muncul antara lain 

sungai yang semakin melebar, jalan dan 

infrastruktur lainnya yang rusak, polusi, dan 

masalah lingkungan lainnya.  Terkait dengan 

hal tersebut, tidak ada informasi tentang 

keengganan perangkat nagari dalam 

penyelesaian masalah kerusakan lingkungan 

serta relatif kecilnya peran serta lembaga adat 

dan tokoh masyarakat. Selain itu, tingginya 

potensi konflik  antara masyarakat lokal sebagai 

penambang tradisional dengan pihak swasta 

dengan skala usaha penambangan yang relatif 

besar. Kondisi ini menunjukkan lemahnya tata 

kelola tambang di wilayah studi.  

Hasil temuan ini didukung oleh penelitian 

sebelumnya  yang menyatakan lemahnya tata 

kelola sumber daya menyebabkan kerusakan 

lingkungan (Marschke & Rousseau, 2022; 

Rahma et al., 2021). Selanjutnya (Harimbawa et 

al., 2022) juga menemukan bahwa tata kelola 

kolaboratif dalam penertiban penambangan liar 

telah menunjukkan arah yang positif jika 

dilakukan secara konsisten antara aparat 

penegak hukum untuk menertibkan para 

penambang liar di wilayah studi. Tidak adanya 

pengaturan kelembagaan yang terkoordinasi di 

antara pemangku kepentingan, penegakan 

hukum yang terbatas dan kepatuhan hukum 

menggagalkan penambangan pasir 

berkelanjutan dan mata pencaharian di daerah 

yang terkena dampak penambangan.  

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan 

bahwa kondisi saat ini beberapa titik lokasi 

tambang sudah dilakukan penutupan disertai 

dengan adanya pelarangan penambangan di 

sepanjang sungai, khususnya sungai Batang 

Anai. Namun, di beberapa lokasi masih 

ditemukan adanya aktivitas penambangan 

meskipun di lokasi tersebut tidak diizinkan 

untuk melakukan aktivitas tambang.  

Hasil penelitian (Ashraf et al., 2011) 

menjelaskan bahwa undang-undang yang tidak 

memadai dan kerangka peraturan yang 

kompleks semakin berkontribusi pada tata 

kelola pasir yang lemah. Larangan Tata kelola 

pasir erat kaitannya dengan larangan  

penambangan pasir (di ekosistem sungai, 

pesisir atau pedalaman) atau larangan ekspor 

pasir (Marschke & Rousseau, 2022). Larangan 

penambangan pasir menyebabkan dampak 

bertingkat termasuk mengabaikan batas lisensi 

ataupun terlibat dalam penambangan pasir 

ilegal (Singh & Kumar, 2018). 

Proses tata kelola pada setiap fase rantai nilai 

menunjukkan hubungan kekuasaan antara 

lembaga dan aktor untuk tindakan kolektif. 

Hubungan kekuasaan selalu ada di seluruh 

masyarakat di mana pun ada kemampuan satu 

individu atau kelompok untuk memerintah, 

mengarahkan atau mempengaruhi kehidupan 

orang lain (Lipkin2018). Pemangku 

kepentingan dan aktor dalam penambangan 

pasir memiliki kekuatan yang tidak setara 

dalam proses pemerintahan dan dapat 

menunjukkan berbagai jenis kekuatan yang 

timbul dari kedudukan ekonomi, sosial, politik, 

kelembagaan dan hukum yang berbeda. 

Selanjutnya principal agent theory menjelaskan 

bahwa hubungan dengan lembaga-lembaga 

yang diberi mandat untuk mengawasi 

penambangan pasir dan hubungannya dengan 

para aktor dalam rantai nilai. Temuan penelitian 

di Ghana, aktor utama dalam perubahan nilai 

termasuk pemilik tanah, kontraktor pasir, 

pemuat pasir, pengemudi truk, petugas 

penghitungan, polisi, pemerintah daerah, 

regulator pertambangan, kontraktor jalan dan 

pengembang real estate (Mensah1997; 

Peprah2013).  
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Hasil penelitian terkait dengan munculnya 

konflik didukung oleh penelitian sebelumnya  

yang mengungkapkan bagaimana aktivitas 

penambangan pasir meningkatkan konflik 

antara rumah tangga dalam masyarakat. 

Aktivitas penambangan pasir terutama 

pengerukan yang dapat berlangsung siang dan 

malam menyebabkan terjadinya noise pollution 

(polusi suara) pada penduduk lokal yang 

terdampak aktifitas penambangan (Cho, 2006; 

Lamb et al., 2019).  

Kondisi ini menunjukkan lemahnya tata 

kelola penambangan pasir di wilayah studi. 

Rendahnya kepedulian pemerintah, masyarakat 

dan swasta terhadap dampak sosial dan ekologi 

dari penambangan pasir, rendahnya 

pengetahuan, tidak adanya akuntabilitas lintas 

aktor dan tidak adanya lembaga khusus untuk 

menengahi perbedaan kepentingan, serta 

kolaborasi antar aktor menunjukkan lemahnya 

tata kelola penambangan pasir (Mark et al., 

2021). Oleh sebab itu perlunya koordinasi antar 

instansi pemerintahan untuk mengelola sektor 

pertambangan (Essaw et al., 2023). 

PENUTUP 

Secara makro ekonomi, penambangan pasir 

berdampak baik terhadap kondisi sosial 

ekonomi masyarakat di Kabupaten Padang 

Pariaman, namun berdampak negatif terhadap 

lingkungan seperti meningkatnya risiko 

terjadinya bencana alam seperti banjir dan 

abrasi sungai, pelebaran sungai, kerusakan 

infrastruktur jalan dan jembatan, serta 

menurunnya air permukaan. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa belum terwujudnya 

konsep pembangunan berkelanjutan. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 

dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh 

aktivitas penambangan pasir menunjukkan 

lemahnya tata kelola terhadap common pool 

resources.  

Implikasi kebijakan dari temuan penelitian 

ini adalah (1) pentingnya tata kelola tambang 

berkelanjutan (2) diperlukan koordinasi antar 

aktor (masyarakat lokal, perangkat nagari, 

tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah 

daerah, swasta) dalam pengaturan pengelolaan 

sumber daya milik bersama, (3). membuat 

aturan yang relatif mudah di monitor dengan 

menerapkan sanksi yang seharusnya, (4). 

Tersedianya sistem monitoring dan aparat yang 

akuntabel, (5). Pentingnya peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia  dan faktor 

modal sosial, (6). Meningkatkan awarness dan 

kesadaran masyarakat setempat dalam 

pemanfaatan sumber daya berkelanjutan. 
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